BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdosarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jownb K cuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Icntang Badan
Pcmenksa Kcunngan serla Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pcmeriksa Kcuangan (BPK)
tolnh memeriksa Laporan Kcuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan opini
Whajar Toopa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor
97.A/LHP/XVIII.SBY/05/2026 tanggal 29 Mci 2026.

Untuk mcmperolch keynkinan yang memadai tentang apakah laporan kcuangan bebas dari
saloh saji molerinl, BPK melakukan pengujian atas cfcktivitas sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan
malcrial terhadap lnporan kcuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang
kbusus untuk menyntakan pendapat atas cfcktivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan
tcrhodap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karcna itu, BPK tidak menyatakan
peodapat seperti itu.

BPK mcncmukan ndanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap
kclentuan pernturnn perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Kcuangan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain scbagai berikut.

1. Paket Pckerjoan Pembangunan Gedung Poliklinik Tahap 2 RSUD Dungus yang diputus
kontrak belum dikenakan denda keterlambatan scbesar Rp843,32 Juta dan jaminan
pclaksanaan scbesar Rpl,15 Miliar belum dicairkan, sehingga mengakibatkan kckurangan
pencrimaan.

2. Pclaksannan tiga paket pekerjaan dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, scrta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak tepat waktu pada tiga
Pcrangkat Dacrah dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp2,38 Miliar schingga
mengakibatkan kckurangan penerimaan.

3. Pengelolaan atas pelaksansan Belanja Bantuan Kcuangan Provinsi Jawa Timur kepada
desa belum memadai, schingga mengakibatkan kelebihan pcmbayaran atas kekurangan
volume pekerjaan scbesar Rp947,86 Jutn;

4, Pcngclolnon Jominon Pertombangan Dinos ESDM  belum  mcemadai  schingga
mengakibatkan kegintan terkait pengelolann jaminan kesungguhan, jaminan rcklamasi dan
jnminan pascatambang tidak terukur dan rawan disalahgunakan.
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Berdosarknn  kelemnhan  pengendalian  intern  dan ketidakpatuhan  tersebut, BPK
merckomendasikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur antara lain agar memerintahkan:

1. Kcpala Dinas Keschatan untuk menginstruksikan KPA dan PPK pekerjaan terkait supaya
memproses penagihan denda keterlambatan scbesar Rp843,32 Juta dan pencairan jaminan
peloksansan scbesar Rpl,15 Miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menyctorkan ke Kas Dacrab;

2. Kcpala Dinas Keschatan dan Kepala Dinas PUSDA untuk menginstruksikan PPK
pckegaan terkait supaya memproses denda keterlambatan sebesar Rp2,38 Miliar;

3. Kcpala DPMD agar memproses kelebihan pembayaran Bantuan Keuangan Provinsi kepada
Dcsa atas kckurangan volume pckerjaan scbesar Rp947,86 Juta dan menyetorkan ke Kas
Dacrah; dan

4. Kcpala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mclakukan penyusunan SOP atas
penatnusahaan jaminan pertambangan.

Kclemahan, ketidakpatuhan dan rckomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam
laporan ini.

Sidoarjo, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta
Catatan atas Laporan Keuangan,

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam
laporan keuangan, baik yang discbabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intemn yang relevan
dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi
bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas
ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperolch adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 31
Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas,

serta perubahan ckuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK
juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
disajikan dalam Laporan Nomor 97.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 tanggal 29
Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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